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KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimand telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduad Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 4844}, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kepulauan A Tahun Anggaran 2011.
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Bahwd Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah {APBD} yong digjukan

Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerjo Pemerintah Daerah

Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Pricritas don plofon Anggaran yang
telah disepakati bersama antara Pemerinfah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 Nopember 2010.

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huuf a dan hurof b, perfu

menetapkan Peraturan Daerah tenfang Anggaran Pendapatan dan Belonja Daerah chupofen
Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011,

. Undcng Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bongunan {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negora Repubik indonesa Nomor 3312)
sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peérolehan Hak Aias Tanch dan Bangunan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Repubiik
Indenesia Nomor 3688);

. Undang-Undang Noemor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas daii

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teniang Keuangan Negara {Lembaron Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42846);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majefis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daoerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahon Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

. Undang-Undang Nomor 40 Tohun 2003 tentang Pembentukan Kabupcaien Seram Bagion Timur,

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negorc: Republik indonesia
Tahun 2003);

. Undang-Undang: Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesa Nomor 4355);
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8. Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 i{entang. Pembeniukan Peraturan ‘Perundang»Undc'mgon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjowab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republxk Indonesia Nomor 4400j);

10. Undong—Undong Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slsfem Perencanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421); . : :

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negora Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran. Negara..Republik .Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah divbah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintichan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Aniara Pemeriniah Pusat dan
Pemerinfahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Te-nfcng Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); :

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuvangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemor 211, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029); ,

16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dibuah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraiuran Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomeor 94, Tombahon Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540;

17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 feniong Pengelolaon Keuangen Badan
“Layanan Umum (Lembaran Negardg Republik Indonesia mhun 2005 Nomor 48, Tambohan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 4502) -

18.Peraturan  Pemerintah Repubhk indonesia  Nomor 24 Tahun 2005 fenicmg Sfcndc:r Akuntansi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tombohan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19.Peraturan Pemerintah Republik iIndonesia Nomor 54 Tahun 2005 fentang Pinjoman Daerch {Lembcrczn
Negara Republik indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tombohan Lembaran Negara Repubfik Indonesia

Nomor 4574};

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4575); .

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 teniang Sistem Informasi Keuangan
Daerch {Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2005 Nomeor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4576);

22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Ltembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4577); | ,

23.Peraturan Pemerintah Republik iIndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kevangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578); )

24.Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2065 tentang Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4585);
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25.Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 79 Tahun 2005 teniong Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005
Normor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4592);

26. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2006 fentang Pelaporon Keuongan dan Kinesja
Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614}; _
27.Peraturan Pemerintiah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Afas

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksancan Pengadaan Borang/Jasa
Pemerintah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik iIndenesia Nomor 4330); '

28.Pﬁrq,1u‘rgn,_f?,e.merintcxhﬂk.epublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubchan Ketiga Aias
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran-Negara Repubdk Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

29 Peraturan Pemerintah Republik indonesic Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unusan

Pemerintiachan antara  Pemerintah, Pemerintah  Darerah  Provirsi  dan  Pemefinich  Doerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan tembcran

Negara Republik indonesia Nomor 4737);

30.Perafuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negora Republik
indonesia Nomor 4741}; '

31.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaon Pengadaan Borang/jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembcran
Negara Republik indonesia Nomor 4330), sebagaimana tfelah diubch beberapa kali dan terckhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 fentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; ;

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Kevangan Daérah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penrggunoan Belanja Operasional

>




szpmon Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikcs

Intensif dan Dana Operasional;
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 ’renfcmg Pedomon Penyusunan Anggoaron

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEFULAUAN ARU

dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten' Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut

1. Pendapatan Daerah Rp. 464,905,350,024.-
2. Belanja Daerah Rp. 466,872,142,348.-
{1,966,792,324,-}

Surplus (Defisit]  Rp.
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3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 66.,191.337.265.-
b. Pengeluaran | Rp. 1.000.000.000,-
Pembiayaan Netto. Rp. 65,191,337,265,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Rp. - 63,224,544 ,941 -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumiah Rp. 17.377.768.574.-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 389,080,675,450,-
c. Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah sejumiah Rp. 58.446.906.000,-
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf a ferdiri Jenis Pendapatan :
a. Pojak Daerah sejumiah Rp. 3.012.904.100,- |
b. Retribusi Daerah sejumiah Rp. 5.831.1 50.000.-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumiah Rp. 400.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumiah Rp. 8.133.714.474. -
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Sejumlah Rp. 50,467,180,450.-
b. Dana Alokasi Umum sejumiah Rp. 302.931.395.000,- ‘

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 35.682.100.000,-




(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ ferdii dosi jers pendopaten :

a. Pendapatan Hibah Rp. 54.446.906.000,-
b. Dana .Bagrirchsii Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejurniah Rp. 4.600.000.000.-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0,-

. Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 166,222,421,577 - |
b. Belanja Langsung sejumiah Rp. 300,649,720,771 -
{2) Belanja Tidak Langéung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin
dari jenis belanja :
Belanja pegawai sejumiah Rp. 108,822,178,508.-
Belanja subsidi sejumiah Rp. 0.- )
Belanja hibah sejumiah Rp. 23,853,651,000,-
Belanja bantuan sosial sejumiah Rp. 14,164,792,069,-
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah sejumiah Rp. 17.881.800.000.-
f. Belanja tidak terduga sejumliah Rp. 1,500,000,000,-
{3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada oyd’f'(l) huruf b terdin dar Jenis belania :

© 0 0 T 0

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25,882,934,000,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumiah Rp. 113,348,303,221,-
c. Belanja Modal Sejumiah Rp. 161,418,483,550,-




Pasal 4

{1} Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 1 terdir dai
a. Penerimaan sejumlah Rp. 66.191.337.265.-
b.. Pengeluaran sejumiah Rp. 1.000.000.000,-

(2) Penetimaan sebdgaimonc dimaksud pada ayat (1) huruf a Terdir’i'dcri'jénis bémbidyaan : _

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya {SILPA] sejumlah Rp. 66.191.337.245.-
Pencairan dana cadangan sejurhlc;h Rp. 0,— - |

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisohkon sejumiah Rp. 0.-

Penerimaan pinjaman daerah sejumiah Rp. 0,-

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-

900U Q0

Penerimaan pivtang daerah seiumliah Rp. O,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir dari jenis pembiayaan :
a. pembentukan dana cadangan sejumiah Rp. 0.-
b. penyertaan modal {investasi) pemerintah daerah sejumiah Rp. 1.000.000.000,-
Cc. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,-
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0.-




Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagcimoho-dimoksud datam Pasal 1, fercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang fidak terpisahkan dari Perajuran Daerah ini, terdir dari :

1. Lampiran |-
2. Lampiran il -

3. Lampiran Il

4, Lampiran IV

o

. Lampiran V

4. Lampiran Vi
7. Lampiran Vil
8. Lampiran Viil
9. Lampiran X
10. Lampiran X

11. Lampiran X|

12. Lampiran Xl
13. Lampiran Xill

Ringkasan APBD;

- Ringkasan APBD menurut Urusan Pemetintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan - Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja ddn

Pembiayaan; ,
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerch dan

Fungst dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah; |

Daftar Penyertaan Modal {Investasi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahbn Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan
kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah;

10




Pasal 6

pupati menetapkan peraturan fentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belonja Doerch sebogoi landasen

operasiono! pelaksanaan APBD

_ Pés_al 7

peraturan Daerah ini mulci berlaku pada tanggal diundcngkoh. Agar sefiap ordng mengelchuinya, memeriniohken

pengundangan Peraiuran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Dobo

m‘ﬁd}“’gggcl 14 Jonuar 2011

/‘3” A] KEPULAUAN ARU
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Diundangkan di Dobo
podc tanggal 14 Januari 2011

fiUS. A. GAINAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2070 NOMOR 1
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